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BAB III 

PEMAPARAN DATA 

   

A. Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan 

Hukum perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) akan tetapi definisi mengenai 

perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari 

hukum harta kekayaan (vermogensrecht) dan bagian lain dari hukum harta 

kekayaan yaitu hukum benda.
1
 Buku III KUHPerdata yang menjelaskan tentang 

perikatan (van verbintenis) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud 

dengan perikatan. Namun pada Pasal 1233 KUHPerdata mengenai sumber 

perikatan, ialah kontrak atau perjanjian dan Undang-Undang. Dengan demikian 

kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada 

selain dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan suatu perikatan.
2
 

Hukum perikatan berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai 

hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum 

Perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena Undang-

Undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. Perikatan yang 

ditimbulkan karena Undang-Undang lazim disebut perikatan dari Undang-
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Undang, dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul diluar kehendak dari 

subjek hukumnya. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan 

hukum dan tindakan melawan hukum.
3
 

Sedangkan menurut Van Apeldoorn perjanjian disebut sebagai faktor 

yang membantu pembentukan hukum, menurut Lemaire perjanjian adalah 

determinan hukum. Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (een tweezijdige overeenkomst) 

yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. 

Adapun yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak 

lain adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (offer, aanbod) dari 

pihak yang satu dan penerimaan (acceptance, aanvaarding) dari pihak yang 

lain.
4
 

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) pada Pasal 1 

menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan 

menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat antara suami istri untuk 
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dapat mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan adalah salah 

satu ibadah serta mendapatkan pahala. 

Di dalam KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan umumnya 

ditentukan dalam Pasal 139 yaitu: 

Para calon suami-istri, dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang 

dari peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu 

tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib 

umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.
6
 

 

Dikatakan dalam Pasal tersebut bahwa mengadakan perjanjian 

perkawinan, masing-masing pihak berhak menyiapkan beberapa penyimpangan 

dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan bersama yang 

dimiliki, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau 

tata tertib umum dan diindahkan dengan segala ketentuan yang kemudian 

terdapat pada Pasal 140 KUHPerdata berikutnya. 

Kemudian menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan bagi 

kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah isinya berlaku juga terhadap 

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, perjanjian yang 

dimaksud dalam Pasal ini tidak termasuk pada perjanjian taklik talak. 

Lebih lanjut Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974, mengatakan 

bahwa apabila suatu perjanjian perkawinan tidak disahkan bilamana melanggar 
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batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Maka perjanjian tersebut tidak dapat 

diteruskan karena telah menyalahi pada ketentuan perjanjian. Perjanjian yang 

telah disetujui tersebut berlaku sejak perkawinan telah dilangsungkan. Selama 

perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari 

kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak 

merugikan pihak ketiga.
7
 

Kemudian membahas mengenai Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Hazairin 

berpendapat memang benar bahwa perjanjian yang dimaksud bukan termasuk 

taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan calon suami saat di muka 

umum setelah selesai ijab kabul. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral 

akan tetapi bersifat unilateral, karena bukan saja mengikat yang 

mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang 

tersebut dalam pernyataan itu.
8
 

Sighat taklik talak yang dibuat oleh Menteri Agama terdapat pada buku 

nikah yang mana isinya sebagai berikut: 

Sesudah akad nikah, saya… bin…. berjanji dengan sesungguh hati, 

bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya 

pergauli istri saya bernama…. binti…. dengan baik (mu’âsyarah bil ma’rûf) 

menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan shighat taklik talak 

atas istri saya itu sebagai berikut:  

Sewaktu-waktu saya: 

(1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,  

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,  

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,  

                                                           
7
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan Hukum Adat 

dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003,h. 56.  
8
Ibid…, h. 57.  



 
 
 

5 
 

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya   enam bulan 

lamanya.  

 

Kemudian istri saya itu tidak rida dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus 

pengaduan itu dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau 

petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu 

kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk 

menerima uang „iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkanya kepada 

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.
9
 

 

Taklik talak yang terdapat dalam buku nikah merupakan perjanjian yang 

diucapkan oleh suami ketika setelah melakukan akad nikah. Seperti yang 

terdapat pada alinea pertama mengatakan sesudah akad nikah. Maka taklik talak 

dibacakan suami sesudah akad nikah dan berlaku setelah akad nikah. Apabila di 

kemudian hari suami melanggar dari isi tersebut, maka istri dapat mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Agama dengan isi gugatan suami melanggar taklik 

talak. Namun, taklik talak hanya dapat diucapkan apabila bagi suami dapat 

memenuhi dan menerima dari isi taklik talak. Karena ketika taklik talak telah 

diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali. 

Sedangkan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang terdapat pada 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 menyatakan: 

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah 

pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya 

berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. 
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3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
10

 

 

Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah bahwa 

perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua 

belah pihak, apabila salah satu pihak tidak menginginkan untuk melakukan suatu 

perjanjian maka perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan bilamana hanya 

dari sepihak. Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa: 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
11

  

 

Kemudian juga dalam Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa: 

pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas sendiri atau 

meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.
12

  

 

Persyaratan yang ada di dalam perkawinan tidak sama dengan syarat 

perkawinan yang dibicarakan dalam kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat 

perkawinan tersebut adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. 

Hubungan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan 

adalah karena perjanjian berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 
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melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi 

syarat yang ditentukan.
13

 

Berikut adalah salah satu contoh bentuk perjanjian perkawinan yang 

dibuat oleh calon suami istri sebelum melakukan perkawinan:
14

 

 

SURAT PERJANJIAN SEBELUM MENIKAH (PRA NIKAH) 

 

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan tiga tahun dua ribu duabelas (03-03-2012), di 

kota Yogyakarta, telah dibuat perjanjian perkawinan oleh dan antara: 

 

Nama : Hendra Setiawan 

Pekerjaan: Wiraswasta 

Alamat : Jl. Supratman No.34 Yogyakarta 

No KTP : xxxxxxxx 

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan beralamat di Jl. Supratman No.34 

Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 

 

Nama : Fajri Andari Sukoco 

Pekerjaan: PNS 

Alamat : Jl. Karangbecing Rt. 03/ Rw. 21 Semarang 

No KTP : xxxxxxxxx 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai 

Pihak Kedua. 

 

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam 

sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat mengikatkan diri dan tunduk pada 

perjanjian ini yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Kedua belah pihak memiliki hak, martabat dan kedudukan yang sama di depan 

hukum. 

2. Perjanjian berasaskan prinsip keadilan, kesetaraan, kedudukan, hukum, dan 

penghormatan terhadap HAM. 
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3. Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk 

pada perkawinan monogami. 

 

Pasal 2 

1. Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip 

monogami. 

2. Keadaan khusus tersebut adalah: 

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang 

ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk 

memperoleh keturunan. kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan 

pengangkatan anak (adopsi). 

1. Rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Sardjito. 

Pasal 3 

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan terkait yang 

diatur dalam perjanjian ini, harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Pasal 4 

1. Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi: 1 Rumah mewah di pusat kota 

Yogyakarta, 2 Mobil, 2 Sepeda motor, 3 toko sparepart mobil, dan 1ha sawah di 

daerah Bantul Yogyakarta. 

2. Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama. 

3. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta 

kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1. 

4. Tindakan hukum tersebut termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan 

kepada pihak ketiga. 

Pasal 5 

1. Harta kekayaan Pihak Kedua saat ini meliputi: 1 rumah di kota Semarang, 1500 m2 

tanah di Semarang, dan 1 Sepeda motor. 

2. Pengelolaan harta kekayaan Pihak Kedua merupakan hak Pihak Kedua. 

3. Pihak Kedua berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan 

sebagaimana disebutkan ayat 1. 

4. Tindakan hukum tersebut termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan 

kepada pihak ketiga. 

Pasal 6 

1. Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya 

perkawinan adalah milik bersama. 

2. Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa izin 

terhadap harta bersama termasuk menjual, membeli, menggadaikan, dan 

menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga. 
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Pasal 7 

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap 

rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

Pasal 8 

1. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap 

tumbuh kembang anak. 

2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak 

3. Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana 

diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

 

Pasal 9 

Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan 

apabila mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. 

 

Pasal 10 

Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur 

dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum. 

 

 

Pasal 11 

1. Jika muncul perselisihan tentang isi dan penafsiran dan perjanjian ini, kedua belah 

pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai. 

2. Jika penyelesaian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua 

belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator. 

3. Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-

banyaknya lima. 

4. Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan. 

 

Pasal 12 

Jika mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak 

mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk 

menunjuk Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, sebagai tempat penyelesaian 

perselisihan. 

Pasal 13 

 

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, 

ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan 

tanpa pakasan dari pihak manapun. 
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Pihak I        Pihak II 

 

 

    Hendra Setiawan                   Fajri Andari Sukoco 

 

Perjanjian perkawinan di atas merupakan salah satu contoh dari 

banyaknya perjanjian perkawinan lainnya. Salah satu syarat dalam membuat isi 

dari perjanjian perkawinan adalah tidak bertentangan dengan tata susila yang 

baik atau tata tertib umum dan perjanjian yang dibuat tidak boleh mengurangi 

segala hak yang disandarkan pada suami istri seperti yang telah tertulis pada 

pasal 139 KUHPerdata. Perjanjian perkawinan jika dipandang secara hukum 

Islam, maka isinya tidak boleh melanggar dari ketentuan syariat Islam. 

Sebagaimana pada hadis berikut: 

 ُ ًَ اللََّّ ثٌَبَ سُفٍْبَىُ عَيْ ٌحٍَْىَ عَيْ عَوْرَةَ عَيْ عَبئشَِتَ رَضِ ِ حَذَّ ًُّ بْيُ عَبْذِ اللََّّ ثٌَبَ عَلِ حَذَّ

ٌِْبَ قبَلتَْ  ٌكَُْىُ أتَتَِْبَ برٌَِرَةُ تَسْألَُِبَ فًِ كِتبَبتَِِبَ  عَ َّ ُْلكَِ  ٍْتُ أَ فقَبَلتَْ إىِْ شِئْتِ أعَْطَ

ًُّ صَلَّى  رْتَُُ رَلكَِ قبَلَ الٌَّبِ سَلَّنَ رَكَّ َّ  َِ ٍْ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللََّّ ب جَبءَ رَسُْلُ اللََّّ لََءُ لًِ فلَوََّ َْ الْ

لََءُ لوَِ  َْ سَلَّنَ ابْتبَعٍِِبَ فأَعَْتقٍِِِبَ فإًََِّوَب الْ َّ  َِ ٍْ ُ عَلَ ُ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ يْ أعَْتقََ ثنَُّ قبَمَ رَسُْلُ اللََّّ

 ِ ٍْسَتْ فًِ كِتَبةِ اللََّّ امٍ ٌشَْترَِطُْىَ شُرُّطبً لَ َْ ٌْبرَِ فَقبَلَ هَب ببَلُ أقَْ سَلَّنَ عَلىَ الْوِ َّ  َِ ٍْ عَلَ

إىِْ اشْترََطَ هِب َّ ٍْسَ لََُ  ِ فلََ ٍْسَ فًِ كِتبَةِ اللََّّ 15ئتََ شَرْطٍ هَيْ اشْترََطَ شَرْطبً لَ
. 

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada 

kami Sufyan dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 

berkata bahwa Barirah mendatanginya untuk meminta tolong 

kepadanya perihal penebusan dirinya kepada tuannya untuk 

kebebasannya. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kalau kamu 

mau aku akan berikan (uang pembesanmu) kepada tuanmu namun 

perwalianmu menjadi milikku". Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam datang, 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakannya kepada 
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Beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Belilah Barirah lalu 

bebaskanlah, karena perwalian menjadi milik orang yang 

membebaskannya". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

berdiri di atas mimbar lalu bersabda: "Apa jadinya suatu kaum, jika 

mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah. Siapa 

yang membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah, maka 

tidak ada (berlaku) baginya sekalipun dia membuat seratus 

persyaratan". (HR. Bukhari No. 2530) 

 

Keumuman dari hadis di atas, meskipun syarat yang diajukan sebanyak 

seratus syarat, akan tetapi apabila isi dari syarat-syarat yang dibuat bertentangan 

dengan syariat Islam. Maka persyaratan tersebut tidak berlaku bagi pembuatnya 

selama bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini pun terdapat juga pada Pasal 

29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak 

dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 

Perkawinan dalam Islam juga merupakan perjanjian yang kuat 

(Mi>tṡaqan Gali>z}an) hal ini telah diatur di dalam Q.S. An-Nisa> [4]: 21. Kata 

Perjanjian  hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur‟an. Pertama Q.S. An-Nisa> 

[4]: 21, yakni menyangkut perjanjian antara suami dan istri, dan dua sisanya 

menggambarkan perjanjian Allah SWT dengan para Nabi-Nya pada Q.S. Al-

Ahzab [33]: 7 dan perjanjian-Nya dengan umat-Nya dalam konteks 

melaksanakan pesan-pesan agama dalam Q.S. An-Nisa> [4]: 154.
16

  

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an…, h. 68.  
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(selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004) adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Unsur-unsur yang terdapat pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

seseorang meliputi: 

1. Kekerasan fisik; 

2. Kekerasan psikis; 

3. Kekerasan seksual; dan 

4. Penelantaran rumah tangga.
17

 

 

Adapun penulis jabarkan secara spesifik mengenai kekerasan dalam 

bentuk fisik dapat berupa suatu perbuatan/tindakan yang mengakibatkan rasa 

sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis dapat berupa, hinaan, caci-

maki bahkan dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak perdaya, dan/atau penderitaan 

psikis berat. Kekerasan seksual dapat berupa suatu tindakan dalam keadaan 

memaksa untuk berhubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam 

rumah tangga. Serta penelantaran rumah tangga berupa menelantarkan seseorang 

dalam lingkup rumah tangga, menghindari kewajiban untuk memberikan nafkah, 

mengingkari pemeliharaan kehidupan terhadap orang. 
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Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.  
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Padahal, UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bagi setiap warga negara 

berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan 

sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia.
18

 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia dan merupakan suatu perbuatan kejahatan terhadap individu maupun 

kelompok. Hal-hal yang mendasari dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 

2004 salah satunya agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban 

dari tindak kekerasan dan memberikan sanksi kepada pelaku dari tindak 

kekerasan. 

Salah satu faktor yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga seringkali 

terjadi karena hak dan kedudukan antara suami istri dalam rumah tangga yang 

tidak seimbang. Keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri 

dalam rumah tangga seharusnya menjadikan posisi yang diperankan suami 

sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga untuk bersama-sama 

membangun rumah tangga yang harmonis dan berunsurkan sakinah, mawaddah 

dan rahmah. Bahkan, dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, hak 

dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,  

                                                           
18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga.  
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masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami 

adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
19

 

Menurut penulis, seperti terdapat pada Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 

1974 dikatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah 

ibu rumah tangga. Meskipun dikatakan juga pada ayat (1) bahwa hak dan 

kedudukan suami dan istri adalah sama namun dalam hal untuk menegakkan dan 

membangun pondasi dalam rumah tangga suami tetap berlaku sebagai pemimpin 

yang mengayomi serta membimbing kepada istri untuk menjalankan aturan-

aturan yang berada pada rumah tangga.
20

 

Pengertian dari hak adalah apa yang telah diterima oleh seseorang dari 

orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti 

dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, suami 

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Serta di balik itu suami 

mempunyai beberapa kewajiban dan juga istri mempunyai kewajiban yang harus 

dipenuhi.
21

 

Akan tetapi, karena hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri 

dalam rumah tangga tidak seimbang menyebabkan konflik muncul dalam rumah 

tangga. Permasalahan yang berawal terjadi berupa perselisihan kecil seperti 

adanya penuntutan pada kewajiban yang belum terpenuhi oleh suami ataupun 

                                                           
19

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h.250. 
20

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
21

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan.., h. 159.  
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istri. Pada akhirnya menimbulkan percekcokan hingga kontak fisik yang secara 

langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran 

kekerasan baik itu kepada suami maupun kepada istri. 

Padahal dalam UU No. 23 Tahun 2004 terdapat asas serta tujuan dengan 

diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga tersebut. Seperti terdapat pada pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

1. Penghormatan hak asasi manusia; 

2. Keadilan dan kesetaraan gender; 

3. Nondiskriminasi; dan 

4. Perlindungan korban.
22

 

 

Sedangkan tujuannya adalah: 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 

2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
23

 

 

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak 

untuk hidup dan hak untuk  melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut 

diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Sebab itu, setiap upaya 

perampasan terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan lainnya 

yang pada hakekatnya suatu pelanggaran atas hak asasi manusia yang 

                                                           
22

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.  
23

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.  
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memberatkan apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar 

pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku.
24

 

Pada Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

mengatakan pula bahwa: 

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 

langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 

pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam 

kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
25

 

 

Lebih lanjut menurut Ahmad Tholabi Kharlie, Pasal yang dianggap tidak 

diskriminatif terdapat pada Pasal 32 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan 

bahwa, suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah 

tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami istri bersama. Begitu 

pula selanjutnya pada Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, suami 

istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi 

bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian diskriminatif yang 

dimaksud adalah pada Pasal 34 selanjutnya, menyebutkan bahwa (1) suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

                                                           
24

Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Imlikasinya dalam Perspektif Hukum 

dan Masyarakat), Bandung: PT Refika Aditama, 2005, h. 121.  
25
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tangga sesuai dengan kemampuannya, dan (2) istri wajib mengatur urusan rumah 

tangga sebaik-baiknya.
26

 

Demikian pula dalam KUHPerdata, hak dan kewajiban suami istri 

meliputi beberapa aspek, yakni sebagai berikut: 

1. suami istri meliputi: (a) kesetiaan antara suami istri dengan jalan saling 

bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari; (b) suami istri harus 

memelihara dan mendidik anak-anaknya;  

2. kewajiban suami, meliputi: (a) suami wajib memberi bantuan hukum 

atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya; (b) suami wajib 

memelihara harta kekayaan istrinya; (c) suami tidak boleh menjual 

barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya atau membebaninya 

dengan hipotek dengan tidak ada izin dari istrinya; (d) suami wajib 

melindungi istrinya; (e) suami wajib memberi nafkah dan keperluan-

keperluan lainnya kepada istrinya, sesuai dengan penghasilannya; 

3. kewajiban istri meliputi (a) istri wajib menurut kepada suaminya oleh 

karena suami sebagai kepala keluarga; (b) istri wajib berdiam bersama-

sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.
27

 

 

Namun seperti pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, pasal tersebut 

memperlihatkan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk inferior dan 

tersubordinasi secara sosial, ekonomi, dan legal. Maka dalam pasal tersebut 

dianggap sebagai salah satu kemandegan dalam perlindungan hukum terhadap 

perempuan di Indonesia, karena masih terbelenggunya perempuan dalam 

kerangka kerja budaya Indonesia yang masih tradisional dimana gender dalam 

masyarakat diterima secara luas, sehingga terkesan surbordinasi perempuan ini 

terlegitimasi oleh hukum dan sosial. Meskipun aturan perundang-undangan telah 

dibuat sedemikian rupa namun pada praktiknya kekerasan seringkali muncul baik 
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Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia…,  h. 251. 
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Ibid.  



 
 
 

18 
 

itu kekerasan suami terhadap istri atau kekerasan istri terhadap suami. Namun 

dalam beberapa kasus korban paling banyak dari tindak kekerasan adalah 

perempuan/istri.
28

  

Kesetaraan hak antara suami dan istri juga tercermin dalam hal kelalaian 

pemenuhan hak, sehingga dalam jalur hubungan hak masing-masing bisa 

dipertahankan. Istri berhak mengajukan gugatan kepada suami jika haknya tidak 

dipenuhi, baik lahir dan batin.
29

 Hubungan antara suami dan istri adalah sederajat 

dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. Hal ini sudah tercantum dalam Islam maupun tata 

perkawinan yang telah diatur Undang-Undang. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dibuat dan diberlakukan untuk 

memberikan perlindungan secara hukum kepada korban dari pelaku tindak 

kekerasan. Selain itu, dapat memberikan jaminan yang diberikan oleh negara 

untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak bagi 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
30

 

Sanksi yang didapat bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang 

dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 yakni: 

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah fisik 

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima bela juta rupiah) 
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Ibid.., h. 252.  
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Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). 
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Dalam Rumah Tangga.  
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2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 

5.000.000,00 (lima juta rupiah).
31

 

 

Pasal 45 menyatakan: 

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
32

 

 

Pasal 46 dan Pasal 47 menyatakan: 

Pasal 46: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 

Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

Pasal 47: setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 

rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 
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Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga.  
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(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

  

Pasal 48 menyatakan: 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 

Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi 

harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir 

atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-

meneru atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya 

janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat 

reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau 

denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 

dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).
33

 

 

Pasal 49 menyatakan: 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 

yang: 

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 

(2).
34

 

 

Dari pemaparan di atas mengenai sanksi yang akan didapatkan bagi 

pelaku tindak kekerasan belum sepenuhnya efektif. UU No. 23 Tahun 2004 

menjadi peraturan baru yang disahkan dan penerapannya dalam masyarakat 

maupun aparat hukum belum sepenuhnya optimal. Serta menurut penulis, 

pemahaman dari sebagian masyarakat maupun pelaku terhadap isi dari UU No. 
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23 Tahun 2004 belum sepenuhnya mengetahui dan memahami. Dan juga, 

sebagian korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya 

melaporkan secara langsung kepada aparat hukum. Korban dari tindak kekerasan 

memilih untuk tidak melaporkan dan menerima dari semua sikap kekerasan yang 

dilakukan kepadanya. Karena beranggapan bahwa ingin mempertahankan rumah 

tangganya. Sehingga, meskipun telah ada peraturan yang secara Undang-Undang 

mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus kekerasan 

tetap terjadi dan bahkan sanksi yang diberikan belum sepenuhnya menimbulkan 

efek jera bagi pelaku kekerasan. 

Islam telah mengatur bagaimana pergaulan yang baik terhadap suami 

kepada istri maupun istri kepada suami. Agar dalam rumah tangga dan pergaulan 

suami istri yang menginginkan untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik 

dan penuh kemuliaan. Perkawinan merupakan suatu jalan utama untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga dan memiliki keturunan. Dari sinilah kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa berawal, jika kehidupan rumah tangga itu baik, 

maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Maka, untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami 

istri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan 

hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan 

kewajiban sebagai suami istri.
35
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 

Perspektif Maqas{id Syariah 

Islam menjadikan suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan yang 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah. Selain itu pula dalam rumah tangga bagi suami yang menjadi 

pemimpin dan kepala keluarga dalam rumah tangga menginginkan pula untuk 

keberlangsungan rumah tangga yang disampingnya mengikuti sunnah-sunnah 

Rasulullah SAW.  

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga memang sepenuhnya 

tidak dapat dihindari. Dari adanya perselisihan dari hal-hal yang kecil hingga 

sampai pada perselisihan yang begitu rumit. Namun dengan adanya 

permasalahan tersebut antara suami dan istri hendaknya dapat mengupayakan 

untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan mengembalikan kembali 

keharmonisan serta keutuhan rumah tangga. 

Dalam rumah tangga setidaknya ada beberapa kemungkinan yang dapat 

memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni: 

1. Terjadinya Nusyûz Dari Pihak Istri 

Nusyûz menurut bahasa artinya menolak atau durhaka. Sementara 

menurut istilah, nusyûz ialah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan 

kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan ketegangan. nusyûz dapat 

datang dari suami atau istri. Menurut Abu Manshur Al-Laghawi berpendapat 

bahwa nusyûz ialah rasa benci terhadap pasangan seperti suami membenci 
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istri atau sebaliknya. Demikian juga menurut Abu Ishaq, ia mengatakan 

bahwa nusyûz adalah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami 

dan istri saling membenci. Sementara itu menurut Husein Bahreisy, nusyûz 

yaitu sikap membangkang istri terhadap suaminya, seperti keluar rumah tanpa 

izin, mengusir suami, atau tidak mau pindah ke rumah yang disediakan suami 

untuknya.
36

 

Nusyûz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap 

suaminya. Istri yang nusyûz adalah durhaka atau tidak mengindahkan terhadap 

apa yang suami perintahkan kepadanya serta tidak mentaatinya atau menolak 

ajakannya ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa seizin dari suaminya.
37

 

Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan 

hal-hal yang dapat menganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan 

dengan hal ini Al-Qur‟an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyûz istri 

agar tidak terjadi perceraian.
38

 Allah SWT berfirman di dalam Q.S. An-Nisa> 

[4]: 34 sebagai berikut:  
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39

   

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
40

 

 

Berangkat dari Q.S. An-Nisa> [4]: 34 Al-Qur‟an memberikan opsi 

sebagai berikut: 

a. Istri diberi nasihat oleh suami dengan cara yang ma‟ruf agar segera sadar 

terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. 

b. Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan 

dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap 

kekeliruannya. 

c. Apabila dengan cara di atas tidak berhasil, maka langkah berikutnya adalah 

dengan memberi hukuman fisik yaitu dengan cara memukul. Akan tetapi 
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mengenai cara memukul untuk istri yang nusyûz hanyalah bagian yang 

tidak membahayakan istri seperti kaki, tangan dan anggota tubuh lain. 

Namun, Nabi SAW mengingatkan agar istri tidak dipukul pada bagian 

mukanya atau yang meninggalkan bekas pada tubuhnya sedemikian rupa. 

Selain itu, suami harus menghindari wajah dan tempat-tempat yang 

mengkhawatirkan karena pemukulan bertujuan untuk mendidik bukan 

untuk membinasakan. 

2. Nusyûz suami terhadap istri 

Kemungkinan nusyûz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat 

juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyûz hanya 

datang dari pihak istri saja.
41

 Padahal Al-Qur‟an juga menyebutkan adanya 

nusyûz dari suami Q.S. An-Nisa> [4]: 128. 

    
   
   

   
   
   
  

    
    

   


42   
Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan 

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 
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(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan 

jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara 

dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
43

 

 

Nusyûz yang dilakukan suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari 

suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun 

nafkah batin.  Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali 

mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al-Qur‟an seperti 

yang terdapat Q.S. An-Nisa> [4]: 128 menganjurkan untuk perdamaian di 

mana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan 

hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu yang bertujuan agar mencegah 

perceraian tidak terjadi. 

Ayat inilah yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk 

merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk 

perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus 

sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyûz. 

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk 

melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. 

Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad 

nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka 

perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami 
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melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai 

kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.
44

 

3. Terjadinya Syiqaq 

Syiqaq bermakna percekcokan, misal salah satunya disebabkan karena 

kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dan alasan untuk 

terjadinya perceraian lebih disebabkan alasan syiqaq. Dalam penjelasan UU 

No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam 

dan terus menerus antara suami dan istri dalam waktu lama.
45

 

Apabila terjadi pertikaian antara suami dan istri serta permusuhan antara 

keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan 

kehidupan keluarga semakin lemah, maka seorang hakim akan mengutus dua 

orang juru damai untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi. Kedua juru 

damai bertugas untuk mencari kemaslahatan bagi pasangan suami dan istri 

antara menceraikan atau melanggengkan hubungan rumah tangganya 

kembali.
46

 

Sebagaimana hadis berikut: 

ٌَُْ قبَلَ: ٌبَرَسُْلََللهِ, هَب حَقُّ  ًَ اللَُّ عَ َِ رَضِ ٍْ ٌتََ عَيْ أبَِ ِّ ٍْنِ بْيِ هُعَب عَيْ حَكِ َّ
لََ تذَْرِةِ الْ  َّ َِ؟ قبَلَ: تطُْعِوُِبَ إرَِااكْتسََبْتَ,  ٍْ جِ أحََذًِبَ عَلَ ّْ ِْجُرْ زَ لََ تَ َّ جََْ,  َْ
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عَلَّقَ  َّ  ,َْ ابْيُ هَب جَ َّ دَ  ُّ أبَُْ دَا َّ الٌَّسَبءِيُّ  َّ اٍُ أحَْوَذُ  َّ ٍْتِ. رَ إلََِّ فًِ الْبَ

الْحَبكِنُ. َّ حََُ ابْيُ حِبَّبىَ  صَحَّ َّ 47الْبخَُبرِيُّ بعَْذٍَُ, 
 

Artinya: Dari hakim bin Mu‟awiyah, dari ayahnya berkata,”Aku berkata, 

“Wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami terhadap 

istrinya?” Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan jika 

engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, 

jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan dan jangan 

menghukum kecuali masih dalam rumah.” (HR. Ahmad, An-Nasa‟I, 

Abu Dawud dan Ibnu Majah, sebagian hadis ini diriwayatkan Al-

Bukhari secara mu‟allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-

Hakim) 

 

 Tafsir dari hadis di atas menunjukkan wajib hukumnya bagi suami 

untuk memberi nafkah dan pakaian kepada istri (keluarga) sesuai dengan 

kemampuannya. Suami tidak terbebani tanggung jawab di luar 

kemampuannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Jika engkau makan” 

menurut salah satu pendapat, lafal hadis ini masih samar. Maka kapan saja 

mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, harus memberi nafkah 

kepada istrinya, dan mungkin hdis ini ditentukan lagi bila dia sudah 

memenuhi kebutuhan nafkah terhadap dirinya terlebih dahulu; berdasarkan 

hadis, “mulailah dari dirimu terlebih dahulu.” Dan demikian juga dalam hal 

memenuhi kebutuhan pakaian.
48

 

Pada umumnya suatu konflik terjadi karena perbedaan sikap terhadap 

suatu hal untuk mempertahankan pendapatnya dalam menjaga adanya suatu 

fitnah, cemburu yang berlebihan atau prasangka antara individu. Konflik yang 
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sering terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga dan tidak dapat 

diselesaikan dengan baik akan berakibat timbulnya gangguan psikis dan tidak 

tentram dalam hidup.
49

 

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan dampak yang 

diakibatkan, hampir dipastikan semua orang menolak dan menganggapnya 

sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Bahkan dalam agama Islam, kekerasan 

adalah suatu bentuk kezaliman dan kemudaratan yang diharamkan. Karena 

kekerasan adalah tindakan menyakiti, mencederai, mengambil hak-hak 

seseorang secara paksa dan membuat seseorang berada dalam kesulitan 

dengan segala macam bentuk apapun yang menjadikan seseorang terzalimi 

atau teraniaya.  

Sementara kekerasan verbal dan atau fisik, saat ini masih banyak 

diadopsi oleh negara terhadap rakyat, orang tua terhadap yang lebih muda, 

guru terhadap murid, pelatih terhadap yang dilatih, atau suami terhadap istri 

maupun sebaliknya, semua dengan alasan untuk mendidik. Sekalipun, tentu 

saja sudah sedemikian banyak yang menentang media kekerasan sebagai 

pendidikan. 

Pertahanan yang dilakukan melalui perundang-undangan masih dinilai 

kurang relevan apabila dijadikan sebagai dasar untuk memahami fenomena 

kekerasan yang dialami oleh sebagian besar perempuan. Karena dalam rumah 

                                                           
49

R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu 

Hukum..., h. 108.  



 
 
 

30 
 

tangga, hampir tidak ada anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang 

mengancam dan akan menyerang, sehingga seseorang perlu mempertahankan 

diri dengan menyerang untuk melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada 

perempuan. Bahwa dapat dipahami fenomena kekerasan yang terjadi terhadap 

perempuan tidak bisa dipahami sebagai strategi pertahanan. Karena belum 

ditemukannya pandangan keagamaan yang membolehkan tindakan tertentu 

yang bisa berupa kekerasan terhadap perempuan, dengan alasan pertahanan 

diri dan serangan. 

Pada konteks relasi antara suami dan istri misalnya, seorang istri yang 

harus diluruskan oleh suami agar kembali pada keutuhan perkawinan. Istri 

perlu dididik dengan cara diberi nasihat, dipisah dari ranjang atau kamar, 

bahkan boleh dipukul, agar mereka tetap patuh dan berada pada kehidupan 

perkawinan ideal. Asumsi yang didapat adalah bahwa perempuan seringkali 

yang bersalah, karena itu harus diberi pelajaran oleh suami. Padahal yang 

terjadi bisa dalam keadaan sebaliknya misalnya suami yang melakukan 

kesalahan. Tetapi pada konteks ini, perempuan tidak mempunyai wewenang 

untuk mendidik dengan media kekerasan. Marah atau suara keras pun tidak 

diperkenankan. Namun istri hanya diperbolehkan untuk memberi nasihat lalu 

kemudian bersabar. 

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan 

dalam rumah tangga dalam perspektif maq{asid syariah melarang terjadinya 

segala bentuk kekerasan baik secara lahir dan batin, baik fisik maupun psikis, 
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seksual serta penelantaran terhadap anggota keluarga. Maka, hal ini 

merupakan bentuk perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak dan 

kewajiban bagi suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga 

yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan syariat hukum Islam 

(maq}as}id sya@ri’ah) dalam kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri 

yaitu memelihara agama (hifz}ul di@n), memelihara akal (hifz}ul aqli), 

memelihara jiwa (hifz}ul nafs), memelihara keturunan (hifz}ul nash), 

memelihara harta (hifz}ul mal), dan memelihara kehormatan (hifz}ul ‘irdh). 

Sebagaimana kaidah fikih  ِمٌ عَلىَ جَلْبِ المَصَالِح  menolak) دَفْعُ المَفاَسِدِ مُقدََّ

mafsadah/kemudharatan didahulukan kepada meraih maslahat). Serta demi 

menghindari kemudharatan pada anggota keluarga maka dalam hukum Islam 

melarang semua segala macam bentuk kekerasan yang dilakukan dalam 

rumah tangga yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. 

 

 

 

 


